
Menimbang

Mengingat

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 1.1 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENANGGUTANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM

DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA L.ANGSA

B I S M  I  L L A H  I R R A H M A N I R R A H I  M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WATIKOTA I.ANGSA,

bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa

akibat yang luas, baik terhadap keselamatan j iwa maupun harta benda yang

secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan khususnya di

wi layah Pemerintah Kota Langsa. oleh karena i tu perlu di tanggulangi secara

lebih berdaya guna dan terus menerus;

bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan

tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab

masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat

diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara

preventif maupun refresif;

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud daram huruf a dan b,

perlu mengatur tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retr ibusi

Pemeriksaan Alat Pemadam di Wilayah Pemerintah Kota Langsa dalam eanun.

undang-Undang Nomor l -  Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 1970 Nomor L, Tambahan Lembaran Negara

b.

L .

1.

Republ ik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi

Daerah (Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun tg97 Nomor 4!,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor 3685) sebagaimana

telah diubah denngan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L8 Tahun 1997 tentang Pajak Daeralr

dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4a4i l ;



4. undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keist imewaan

Propinsi  Daerah lst imewa Aceh (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun

1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor

38e3) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Langsa

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor g3, Tambahan

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4t1Ol;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor L0 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor rz5, Tambahan

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

untuk kedua kal inya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 rahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor l l  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran

Negara  Repub l ik  lndones ia  Tahun 2006 Nomor  62 ,  Tambahan Lembaran

Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  4633) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republ ik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor

3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 7oo1, tentang Retr ibusi  Daerah

(Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun 2001 Nomor 1-r9, Tambahan

Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republ ik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik Indonesia Nomor af iZl ;

Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 174 Tahun l-997 tentang pedoman

Tata Cara Pemungutan Retr ibusi  Daerah;

Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 175 Tahun 1997 tentang pedoman

Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retr ibusi  Daerah;
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15 .  Keputusan . . . . . .



15. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang

Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan;

16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM DALAM WILAYAH PEMERINTAH

KOTA IANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini  yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kota yang terdir i  atas Wal ikota dan perangkat Daerah Kota.

4. Wal ikota adalah Wal ikota Langsa.

5. Dewan Perwaki lan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwaki lan Rakvat Kota

Langsa.

6. Perangkai Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah yang terdir i  dar i  Sekretar iat  Daerah Kota Langsa, Sekretar iat  DPRK Langsa, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

7. Sekretar is Daerah adalah Sekretar is Daerah Kota Langsa.

8. Pejabat adalah Pegawai Negeri  yang diberi  tugas dibidangnya dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

9. Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah Kantor Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kota Langsa.

10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota

Langsa.

L 1 .  A 1 a t . . . . . .



1'1" Alat Pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat pemadam Api
Ringan (ApAR) dan arat pemadam Api Berat (ApAB)yang menggunakan roda.

12'  Alarm kebakaran adalah alat untuk memberi tahukan kebakaran t ingkat awal yang mencakup t ingkat
alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.

13'  Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa
hidran kota, hidran halaman dan atau hidran gedung.

1'4 '  Pemercik (spr inkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air  yang bekerja secara otomatis
bi lamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

15'  Sistem Pemadam khusus adalah suatu sistem pemancar air  yang bekerja secara otomatis dengan
menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia ker ing.

16'  Alat per lengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat  pemadam
kebakaran sepert i  ember, karung goni,  ganco, tangga, kaleng/karung pasir .

t7 '  Bahaya kebakaran r ingan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai ni la idan kemudahan
terbakar rendah dan apabi la ter jadi  kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api
lambat .

18'  Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan
kemudahan kebakaran sedang, penimbunan bahaya yang mudah terbakar dengan t inggi t idak lebih
dari  4 (empat) meter dan apabi la ter jadi  kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran

api sedang.

19'  Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai ni la i  dan
kemudahan kebakaran sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan t inggi t idak lebih
dari  4 (empat) meter dan apabi la ter jadi  kebakaran melepas panas agak t inggi,  sehingga penjalaran

api agak sedang.

20'  Bahaya kebakaran sedang 3 ( t iga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai ni la i  dan
kemudahan terbakar t inggi dan apabi la ter jadi  kebakaran menimbulkan panas agak t inggi,  sehingga
penjalaran api agak cepat.

21" Bahaya kebakaran berat/ t inggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang menpunyai ni la i  dan
kemudahan terbakar t inggi dan apabi la ter jadi  kebakaran melepaskan panas t inggi.

22'  Bangunan adalah suatu perwujudan f is ik arsi tektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan
manus ia .

23. Bangunan terdahulu adarah bangunan yang terah digunakan seberum eanun ini  diberrakukan.

24'  Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ket inggian dari  permukaan tanah atau lantar
dasar sampai dengan ket inggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat)
lan ta i .

25'  Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ket inggian lebih dari  14 (empat belas)
meter dari  permukaan tanah atau lantai  dasar sampai dengan ket inggian 40 (empat puluh) meter
atau maksimum 8 (delapan) lantai .

26'  Bangunan t inggi adalah bangunan yang mempunyai ket inggian dari  permukaan tanah lebih dari  40

{empat puluh) meter atau lebih dari  8 (delapan) lantai .

27 .  Bangunan . . . . . .



27' Bangunan pabrik adalah bangunan yang permukaanya dipakai untuk segala macam kegiatan ker.la

untuk produksi termasuk pergudangan.

28. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala

kegiatan ker ja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.

29. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat t inggal

orang yang terdir i  dar i  perumahan dalam komplek perkampungan, perumahan sederhana dan
perumahan lainnya.

30. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukkannya merupakan campuran dari  jenis- jenis

bangunan tersebut pada angka 23,24 dan 25 di  atas.

31. Konstruksi  tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi  campuran lapisan tertentu sehingga

mempunyai ketahanan api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan

waktu ( jam).

32. Bahan berbahaya adalah set iap zat/elemen, ikatan atau campuranya bersi fat  penyimpanan,

pengelolaan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan

l ingkunganya.

33. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabi la terkena panas/ j i latan api,  mudah terbakar

dan cepat merambatkan api.

34. Bahan yang t idak mudah terbakar adalah bahan yang apabi la terkena panas/ j i latan api t idak mudah

terbakar dan lambat merambatkan api.

35. Sarana jalan keluar adalah jalan yang t idak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum,

termasuk di  dalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai ,

tangga ter l indung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.

36. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari  ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai ,

langit- langit  dan pintu yang tahan api.

37. Beban hunian atau (occupant lood) adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu

bangunan atau bagian bangunan tertentu.

38. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan suatu

peruntukkan bangunan tertentu.

39. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dar i  t i t ik ter jauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang

aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan l intasan keluar dan halaman keluar.

40- Jaf an l intas (exi t  possgewoy) adalah suatu jalan l intas mendatar dari  bagian ruangan yang diperluas

pada ruang jalan keluar yang ada sehingga keseluruhanya merupakan suatu kesatuan jalan keluar.

41' '  Tanda jalan keluar (moving wolkl  adalah alat yang dipasang untuk menunjukan arah-arah ialan

keluar tersebut.

42. Jalan Penghubung (kor idor l  adalah ruangan sirkulasi  hor izontal  pada bangunan yang digunakan

sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar.

43. Jalan ter l indung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bagian

bangunan lainnya dalam suatu bangunan.

44- Bukaan (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.

45 .  Bukaan . . . . . .



45' Bukaan tegak (vertrkol opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong

lshaft).

46'  Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan
pembentuk komponen struktur bangunan sepert i  kolom, balok, dinding, lantai ,  atap dan sebagainya.

47'  Dinding penyekat {port i t ion) adalah dinding t idak permanen yang menyekat ruang menjadi 2 (dua)
bagian.

48'  Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi 2 (dua) bagian.
49'  Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruangan menjadi 2 (dua).
50'  Dinding pel indung (porophet) adalah dinding yang membatasi /  mel indungi ruangan atau lantaiatau

balkon terhadap bagian luar bangunan.

51'  Bahan Lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam
bangunan (interior finishing materialJ.

52' Bahan Pelapis Lantai (floor finishing) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan
yang t idak mudah terbakar.

53' Pembatas Api (fire divisionl adalah dinding yang tidak mudah terbakar, dan digunakan untuk
melokal is ir  kebakaran dalam suatu bagian bangunan.

54' Penghenti Api (fire stopped) adalah suatu komponen kontruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang
pada tempat tertentu untuk menghent ikan penjalaran api.

55'  Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vert ikal  dalam bangunan.
56'  Tangga Kedap Asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan

yang luar kontruksinya harus tahan api dan kedap asap.

57' Tangga kebakaran terlindung (fire isotated stoirwoy) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang
digunakan sebagai ja lan keluar pada saat kebakaran.

58. Tangga Kebakaran Tambahan (f i re ascape) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama
agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan sal ing berjauhan untuk memenuhi kapasitas
jalan keluar.

59' Tangga Tegak (ladderl adalah suatu tangga yang clipasang di luar bangunan dan tidak digunakan
sebagai sarana jalan keluar.

60'  Bordes adalah tempat berpi jak pada tangga yang ter letak diantara 2 (dua) buah lantai .
6L'  cerobong (shoft)  adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan.

67. Luas lantai  kotor adalah seluruh luas lantai  bangunan.

63'  Luas lantai  bersih adalah lantai  kotor dikurangi luas kor idor,  luas tangga dan luas ruangan yang
digunakan untuk benda-benda t idak bergerak yang berada pada lantai  tersebut.

54'  suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimalyang di tetapkan untuk suatu ruangan.

65'  Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 ( l ima
puluh) meter dari  t i t ik api  dar i  kebakaran terakhir .

56'  Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua
puluh l ima) meter dari  t i t ik api  kebakaran terakhir .

67 '  Barisan sukarela Kebakaran selanjutnya disebut Balakar adalah set iap orang atau anggota
masyarakat di  wi layah Pemerintah Kota Langsa yang telah diberikan keterampi lan khusus tentang



penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman

tingkat pertama yang organisasi  dan tata ker janya di tetapkan oleh Wal ikota.

68. Manajemen sistem pengamanan kebakaran adalah suatu sistem pengelolaan untuk mengamankan

penghuni,  pemakaian bangunan maupun harta benda di  dalam dan l ingkungan bangunan-bangunan

tersebut terhadap bahaya kebakaran.

69. Gang Kebakaran adalah semua jalan, gang, lorong, diantara blok pertokoan/pasar yang tebuka bagi

lalu l intas umum atau dipakai secara khusus dan berfungsi sebagai pemisah antara satu blok

pertokoan dengan blok pertokoan lainnya.

70. Kendaraan bermotor adalah motor penumpang umum, mobi l  bus umum, mobi l  bus t idak umum,

mobi l  pick up, mobi l  t ruk umum, mobi l  t ruk t idak umum dan taksi  yang digunakan untuk usaha.

7L. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mel iput i  Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

Perseroannya, Badan Usaha Mil ik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi,  Koperasi ,  yayasan atau organisasi  yang sejenis,  lembaga

dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

72. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya

yang dapat digunakan sebagai alat  untuk memadamkan api.

73. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam pencegahan kebakaran yang

akan dipasang pada bangunan yang di terbi tkan oleh Kantor Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana.

74. Retr ibusi  pemeriksaaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Retr ibusi  adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau penguj ian oleh

Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimi l ik i  dan atau dipergunakan

oleh orang pr ibadi atau Badan Daerah untuk kepent ingan orang pr ibadi atau badan.
'75. 

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepent ingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati  oleh orang pr ibadi atau badan.

76. Waj ib Retr ibusi  adalah orang atau pr ibadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan Retr ibusi  diwaj ibkan untuk melakukan pembayaran retr ibusi  termasuk pemungutan ataL

pemotong retr ibusi  tertentu.

77. Masa retr ibusi  adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagiwaj ib retr ibusi

untuk memanfaatkan jasa dan peri j inan tertentu dari  Pemerintah Daerah.

78. Perhi tungan Retr ibusi  Daerah adalah r incian besarnya retr ibusi  yang harus dibayar oleh waj ib

retr ibusi  baik pokok retr ibusi ,  bunga, kekurangan pembayaran retr ibusi ,  kelebihan pembayaran

retr ibusi  maupun sanksi administrasi .

79. Pembayaran Retr ibusi  Daerah adalah besarnya kewaj iban yang harus dipenuhi oleh waj ib retr ibusi

sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang di tunjuk dengan batas waktu

yang telah di tentukan.

80. Pembayaran Retr ibusi  Daerah adalah besarnya kewaj iban yang harus dipenuhi oleh waj ib retr ibusi

sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang di tunjuk dengan batas waktu

yang telah di tentukan.

81..  Surat . . . . . .



81. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat spoRD adalah surat
yang digunakan oleh waj ib retr ibusi  untuk melaporkan data objek retr ibusi  sebagai dasar
perhi tungan dan pembayaran retr ibusi  yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan

Retr ibusi  Daerah.

Surat Ketetapan Retr ibusi  Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retr ibusi  yang terutang.

surat Tagihan Retr ibusi  Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retr ibusi  atau sanksi administrasi  berupa bunga atau denda.

surat Ketetapan Retr ibusi  Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retr ibusi  terutang, jumlah kredit  Retr ibusi ,  jumlah

kekurangan pembayaran pokok Retr ibusi ,  besarnya sanksi administrasi  dan jumlah yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Retr ibusi  Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di  s ingkat SKRDLB, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retr ibusi  karena jumlah kredit
Retr ibusi  lebih besar dari  pada Retr ibusi  yang terhutang atau t idak seharusnya terhutang.

Surat Ketetapan Retr ibusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT

adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retr ibusi  yag telah di tetapkan.

surat setoran Retr ibusi  Daerah yang selanjutnya disingkat ssRD adalah surat yang digunakan oleh

Wajib Retr ibusi  untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retr ibusi  yang terutang ke Kas
Daerah atau tempat lain yang di tentukan oleh Wal ikota.

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas

SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh

Retr ibusi .

82.

83.

84.

85.

86.

87 .

88. keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT,

pihak ket iga yang diajukan oleh waj ib

89.

90.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari ,  mengumpulkan dan pengolahan data dan
atau sanksi administrasi  berupa bunga atau denda.

Penyidikan t indak pidana dibidang retr ibusi  adalah serangkaian t indakan yang di lakukan oleh
penyidik pegawai negeri  s ipi l ,  yang selanjutnya disebut penyidik,  untuk mencari  serta

mengumpulkan bukt i ,  yang dengan bukt i  i tu membuat terang t indak pidana retr ibusi  yang ter jadi

serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

set iap penduduk waj ib akt i f  berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepent ingan sendir i  maupun

untuk kepent ingan umum.

Pasal 3

{1) Lingkungan perumahan dan l ingkungan gedung harus

set iap bangunan rumah bisa ter jangkau oleh pancaran

l ingkungan yang bisa didatangi mobi l  kebakaran.

direncanakan sedemikian rupa sehingga

air  uni t  pemadam kebakaran dari  ia lan

( 2 1  |  i n p k r  r n o : n



(2) Lingkungan perumahan dan l ingkungan bangunan gedung harus di lengkapi hidran atau sumur gal i

atau reservoar kebakaran dan l ingkungan bangunan yang berjarak lebih dari  100 (seratus) meter

dari  ja lan l ingkungan di lengkapi hidran tersendir i .

(3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai ber ikut :

a.  Masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (ser ibu) l i ter/  menit ;

b.  Tekanan dimulut hidran minimum 2 (dua ratus) meter;

c.  Maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.

{4) Sumur gal i  atau reservoar kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai ber ikut :

a.  Tersedia set iap saat sekurang-kurangnya 1.0.000 (sepuluh r ibu) l i ter air .

b.  Sekel i l ing sumur gal i  reservoar diperkeras supaya mudah dicapai mobi l  pemadam kebakaran.

(5) Set iap l ingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk

di lengkapi dengan sarana komunikasi  umum yang dapat dipakai set iap saat.

(6) Jalan l ingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,  di larang untuk tempat parkir

kendaraan, pemasangan portal  atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang

gerak unit  mobi l  Pemadam Kebakaran.

Pasal 4

(1) Alat peralatan instalasi  yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan

keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.

(2) Penempatan instalasi  gas beserta sumber gas harus aman dari  sumber api dan atau sumber panas.

(3) lnstalasi  gas harus di lengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang

secara otomatis mematikan al i ran gas.

(4) Pemasangan Instalasi  gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus di  uj i  o leh lnstansi

yang berwenang sebelum dipergunakan.

(5) Instalasi  gas harus di  uj i  secara berkala oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang

ber laku .

(6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-har i  harus dibatasi  jumlahnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Sumber daya l istr ik dapat diperoleh dari  sumber utama Perusahaan Listr ik Negara dan atau

Generator.

(2) Alat dan kelengkapan Instalasi  Listr ik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya

harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi  Listr ik (PUIL).

(3) Panel induk Instalasi  harus di lengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.

(4) Pembangkit  l istr ik darurat harus di lengkapi dengan pengal ih tenaga otomatis.

(5) Set iap instalasi  l istr ik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat,  diper iksa dan

ditel i t i  secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.

(6) Set iap kabel l istr ik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari  jenis yang tahan

panas, api,  benturan dan pancaran air .

(7 )  Untuk  . . . . . .



(7) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka

pada bangunan gedung khususnya pembangunan menengah dan bangunan t inggi,  harus dipasang

penangkal pet i r .

(8) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan Instalasi  penangkal pet i r  harus mengikut i

ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum lnstalasi  Penangkal Pet ir  (pUlpp).

Pasal 6

(1) Untuk mel indungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dar i  sambaran pet ir ,  maka

pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan bangunan t inggi,  harus dipasang

penangkal petir.

(2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi  penangkal pet i r  harus mengikut i

ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi  Penangkal Pet ir  (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil  dan menggunakan air  dar i  hidran kota harus sei j in Wal ikota atau penjabat yang di tunjuk.

Pasal 8

Di larang membiarkan benda atau alat yang berapi dan mudah menimbulkan kebakaran tanpa

pengawasan.

Pasal 9

Wal ikota menetapkan persyaratan tem pat pembakaran sampah.

Pasal 10

(1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus menemui persyaratan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Set iap tempat yang beris i  bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang t idak bergerak,

harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

(3) Di larang tanpa i j in Wal ikota menyimpan bahan berbahaya di  dalam areal penyimpanan terbuka

maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Tempat yang digunakan untuk penyimpanan bahan berbahaya harus senant iasa mendapat

pengawasan.

Pasal Xl

Dalam l ingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit  atau rumah perawatan dan perkantoran, t idak

diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang

mempunyai ancaman kebakaran t inggi.

Pasal 12

(1.)  Di larang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit  tenaga l istr ik,  motor

diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang

ber laku .

(2 )  D i la rang. . . . . .



(2) Di larang membuat bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar,  kecual i  di  tempat yang telah

ditetapkan Walikota dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 13

(1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dar i  beton dan sekurang-kurangnya dari  tembok

atau yang sejenisnya, serta harus di lengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk

i tu .

(2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal in i ,  harus selalu dirawat dan diawasi,  sehingga suhu di  dalam ruangan tersebut t idak

melebihi  batas maksimal yang telah di tentukan.

Pasal 14

(1) Set iap Perusahaan harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan

kondisi  tempat,  agar t idak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk

memudahkan pemadaman apabi la ter jadi  kebakaran.

(2) Sisa serutan dan serbuk gergaj i  set iap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan tempat usaha.

(3) Di larang membakar sisa serutan, serbuk gergaj i  dan kotoran lainnya, selain di tempat pembakaran

sampah.

Pasal 1.5

Di larang merokok bagi set iap orang yang berada dalam ruangan pertunjukan dan ruangan

pemutaran f i lm gambar hidup {Ruang proyektor).

Pasal 16

Setiap proyek pembangunan yang sedang di laksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan

bahaya kebakaran harus di l indungi dengan alat pemadam api yang r ingan yang dapat di j in j ing.

Pasal 17

(1) Di larang bagi yang t idak berkepent ingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari  suatu

bangunan atau suatu tempat,  yang oleh Wal ikota atau pejabat yang di tunjuk dinyatakan

menimbulkan bahaya kebakaran.

(2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini ,  harus diberi  tanda "DILARANG

MASUK" dan atau "DILARANG MEROKOK".

(3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari  suatu bangunan atau suatu tempat yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal in i ,  harus bertanggung jawab atas

terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 18

t1) Di larang bagi set iap pemil ik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam

keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

(2) Di larang bagi set iap kendaraan mengangkut bahan bakar,  bahan peledak dan bahan kimia lainnya

yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.

( 3 ) S e t i a p . . . . . .



(3) Set iap pemil ik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i ,  harus menyediakan alat

pemadam api r ingan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.

(4) Pada set iap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah

alat pemadam api r ingan yang berdaya padam minimum 2A, 58 -108.

BAB II I

PROTEKSI UMUM KENDARAAN

Pasal 19

(1) Set iap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Set iap alat pemadam api harus di lengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan

singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah di l ihat

dan harus selalu dalam keadaan baik,  bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengert i  dengan

je las .

Pasal 20

Penentuan jenis ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan

pemadaman, harus disesuaikan dengan klasi f ikasi jenis kebakaran dan kemampuan f is iknya.

Pasal 21

(1) Kecual i  di tetapkan lain,  air  harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada set iap

kebakaran.

(2-) Alat pemadam dan alat per lengkapan lainnya harus di tempatkan pada tempat yang mudah dicapai

dan di tandai dengan jelas, sehingga mudah di l ihat dan digunakan oleh set iap orang pada saat

d iper lukan.

(3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda-tandanya

harus disesuaikan dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Wal ikota.

Pasal 22

(1) Set iap alat pemadam api r ingan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Di larang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses

atau reaksi k imia yang membahayakan j iwa dan kesehatan.

Pasal 23

(1) Set iap ruang tertutup harus di l indungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan

tempatnya disesuaikan dengan jarak dan jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.

(2) Pemasangan alat pemadam api r ingan di tentukan sebagai ber ikut:

a. Dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat

dipergunakan dengan mudah pada saat diper lukan;

b .  D ipasang . . . . . .



b. Dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian
dua puluh) cm dari  permukaan lantai ,  kecuari  untuk jenis co2 dan bubuk
penempatannya min imar  15  ( r ima beras  )cm dar i  permukaan ran ta i ;

Tidak diperbolehkan dipasang di  daram ruangan yang mempunyai suhu rebih dari
puluh sembi lan derajat celcius) di  bawah 40C (empat derajat celsius).

1.20 {seratus

kimia ker ing

49oC (empat

(1)

(2 )

c.

pasal 24

Instalasi  hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Instalasi  tersebut pada ayat (1) pasal in i  harus selalu dalam kondisi  s iap pakai

Pasal 25

(1) Pada bangunan menengah dan t inggi terdahulu yang t idak memil ik i  kopl ing pengeluaran yang
berdiameter 2,5 (dua koma l ima per sepuluh) inci  harus dipasang pipa tegak ker ing (dry r iser) yang
di lengkapi dengan kopl ing yang sama dengan kopl ing yang digunakan Kantor pemadam

Kebakaran.

{2) Pipa tegak ker ing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i  harus di lengkapi dengan kopl ing
penyambung yang sesuai dengan kopl ing yang digunakan pemadam Kebak aran (f i re br igode
connect ion) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobi l  pompa pemadam Kebakaran.

Pasal 25

Instalasi  alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Instalasi  alarm kebakaran harus selaru dalam kondisi  baik dan siap pakai.

Jenis alat pengindera yang digunakan harus sesuai dengan si fat  penggunaan ruangnya.

Pasal 27

Pemasangan t ipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasi t ikasi

penggunaan bangunan,  jumlah lan ta i  dan jumlah luas  min imum lan ta i .

Pasal 28

ketahanan api bangunan, jenis

(1) Set iap bangunan atau bagian bangunan yang harus di l indungi dengan Instalasi  alarm kebakaran
otomatis,  pemercik otomatis atau instalasi  proteksi  kebakaran otomatis lainnya harus dipasang
sesuaidengan ketentuan yang di tetapkan oleh Wal ikota.

(2) suatu Instalasi  pemercik otomatis atau lnstalasi  proteksi  kebakaran otomatis tarnnya, kecual i
s istem pemadam api.  Thermatic,  harus dihubungkan dengan instalasi  alarm kebakaran otomatis
yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukan tempat kebakaran pada panel penunjuknya.

(3) Set iap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai s istem
alarm otomatis,  maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran
terdekat atau dengan Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana setempat.

( 1 )

(21

(3 )

P a s a l  2 9  . . . . . .



Pasal 29

(1) Dalam hal s istem pemercik yang menggunakan tangki Gravi tasi ,  maka tangki tersebut harus

direncanakan dengan baik yai tu dengan mengatur peletakan, ket inggian, kapasitas

penampungannya sehingga dapat menghasi lkan al i ran dan tekanan air  yang cukup pada set iap

kepala pemercik.

(2) Dalam hal s istem pemercik yang menggunakan tangki bertekanan, tangki tersebut harus

direncanakan dengan baik yai tu dengan di lengkapi alat  deteksi  yang dapat memberikan tanda

apabi la tekanan dan atau t inggi permukaan air  dalam tangki turun melampaui batas-batas yang

telah di tentukan.

(3) ls i  tangki harus ter is i  minimum 2/3 (dua pert iga) bagian dan kemudian diberi  tekanan sekurang-

kurangnya 5 ( l ima) kg/cm2.

(4) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi  normal dimana pemercik

dipasang yaitu 3o (t iga puluh) derajat celcius di  atas suhu ruangan rata-rata.

(5) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu di tentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel

atau cairan dalam tabung gelas.

(6) Jar ingan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa galvanis atau pipa besi tuang

dengan f lens atau pipa tembaga yang harus memenuhi Standar lndustr i  lndonesia (Sl l ) .

(7) Pada bangunan menengah dan t inggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai .

Pasal 30

Instalasi  pemercik otomatis yang dipasang pada set iap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai

dengan klasi f ikasi  ancaman bahaya kebakaran bangunannya sebagaimana di tetapkan oleh Wal ikota.

Pasal 31

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran t inggi harus

mendapat perl indungan baik dari  ketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan

instalasi  proteksi  kebakarannya.

Pasal 32

(1) Set iap ruang tertutup di  atas langit- langit  di  atas luasnya lebih dari  300 (t iga ratus) bahan

penghent i  api .

(2) Apabi la ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,  mempunyai satu atau lebih

lubang terbuka, maka luasnya maksimum 1(satu) m2 dan harus diberi  penutup yang selalu dalam

keadaan tertutup.

Pasal 33

(1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhi tungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

berdasarkan t inggi,  lebar dan persentase bukan yang terdapat pada bangunan sekitarnya,

sehingga apabi la salah satu bangunan tersebut terbakar,  maka bangunan lain di  seki tarnya t idak

terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi)  kebakaran tersebut.

(2) jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan sal ing berhadapan harus memenuhi

ketentuan sebagai ber ikut :

a .  M i n i m u m . , . . . .



a. Minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 8 (delapan)

meter:

b. Minimum 6 (enam) meter untuk bangunan yang berket inggian 1"4 (empat belas) meter;

c.  Minimum 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berket inggian 40 (empat puluh) meter;

d. Lebih dari  8 (delapan) meter untuk bangunan yang berket inggian 40 (empat puluh) meter.

Pasal 34

(1) Sistem pendinginan sentral  harus direncanakan agar dapat berfungsi secara otomatis apabi la

terjadi kebakaran.

(2) Saluran (duct ingl  pendingin harus di lengkapi dengan alat penahan api ( f i re samper) yang dapat

menutup secara otomatis apabi la ter jadi  kebakaran.

(3) Alat penahan api (fire dumperl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemasangannya

harus disesuaikan dengan Kompartemen bangunannya.

(4) Penempatan penghambur (diffuserl harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindera kebakaran

yang berdekatan.

Pasal 35

(1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan

bebas dari  asap apabi la ter jadi  kebakaran, dengan sistem pengendal ian asap.

(21 Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan

asap akan tertangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan Vent i lasi  mekanis,

yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.

(3) Peralatan Ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat

dikendal ikan baik secara otomatis maupun manual dar i  ruang sentral .

BAB IV

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 36

(1) Set iap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana dan jalan keluar kecual i  di tentukan

lain oleh Wal ikota sesuai dengan klasi f ikasi  peruntukkan bangunannya.

(2) Di larang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/ menambah bangunan atau

mengubah peruntukkan suatu bangunan.

Pasal 37

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang t idak terpisahkan dari  bangunan serta harus

dibuat secara permanen.

P a s a l  3 8 . , . . . .



Pasal 38

(1) Jalan keluar harus di l indungi dengan cara pemisahan dari  bagian bangunan lainnya oleh dinding

pemisah.

(2) Dinding pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,  harus memenuhi ketentuan

sebagai ber ikut :

a.  Untuk bangunan rendah, harus terbuat dar i  bahan t idak mudah terbakar,  persyaratan ini

ber laku pula untuk lantai- lantai  yang berada di  bawah lantai  muara jalan keluar;

b. Untuk bangunan menengah harus memenuhi tahanan api minimum 1 (satu) jam dan untuk

bangunan t inggi harus memil ik i  ketahanan api minimum 2 (dua)jam, persyaratan ini  ber laku

pula untuk semua lantai  yang berada di  atas atau di  bawah lantai  muara jalan keluar-

(3) Di larang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan

kapasitas jalan keluar tersebut.

Pasal 39

(1) Ukuran sarana jalan keluar harus dihi tung per unit  eksi t ,  dengan lebar per unit  eksi t  adalah 60

(enam puluh) cm. kelebihan hi tungan di  bawah satu eksi t  uni t  di tentukan dengan pembulatan ke

atas menjadi bi langan tengahan atau satuan penuh.

(2) Unit  eksi t  diukur di tempat yang pal ing sempit  dengan langkah boleh menonjol  maksimum 9

(sembi lan) cm dikedua sisi  dan sebuah balok boleh menonjol  maksimum 4 (empat)cm.

Pasal 40

(1) Kapasitas sarana jalan keluar untuk set iap lantai  atau ruangan yang dihuni harus disesuaikan

dengan beban hunian dari  lantai  atau ruang yang di  huni tersebut.

(2) Pada sebuah jalan keluar yang melayani lebih dari  1 (satu) lantai ,  maka kapasitas unit  eksi t  dapat

berdasarkan pada jumlah orang dalam 1 (satu) lantai  saja dengan ketentuan kapasitas unit  eksi t

tersebut t idak berkurang atau menyempit  pada jalan yang menuju keluar.

(3) Pada sarana jalan keluar yang melayani lantai  atas dan lantai  bawah yang bergabung pada 1 (satu)

lantai ,  maka kapasitasnya harus sesuai dengan jumlah orang dari  kedua lantai  tersebut.

Pasal 41

Apabi la diper lukan lebih dari  satu jalan keluar untuk 1 (satu) t ingkat,  maka letak dari  masing-masing

jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan

terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi  darurat la innya.

Pasal 42

(1) Jarak tempuh jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang t idak mempunyai pemercik harus

disesuaikan dengan klasi f ikasi  peruntukkan bangunan sebagai ber ikut :

a.  Untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh

l ima)meter ;

b. Untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh l ima) meter;

c.  Untuk pertokoan maksimum 30 (t iga puluh ) meter;

d. Untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 i t iga puluh) meter ;

e .  U n t u k . . . . . .



e. untuk rumah sakit  ( termasuk pant i-pant i  )  maksimum 30 ( t iga puluh ) meter;

f .  Untuk bangunan pabrik maksimum 30 {t iga puluh ) meter;

g. Untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran t inggi maksimum 20 (dua puluh)

meter.

(2) Jarak tempuh jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum dan jarak tempuh

pada bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i .

(3) jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal in i  hanya berlaku bi la bangunan

mempunyai 2 (  dua ) arah keluar yang tersendir i .

(4) Set iap bangunan yang hanya mempunyai L (satu )  arah keluar,  jarak tempuh ke jalan keluar pada

bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua puluh) meter dan pada bangunan yang

t idak mempunyai pemercik maksimum 15 ( l ima belas)meter.

Pasal 43

t1) Penempatan set iap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan

d i la lu i  se t iap  saat .

t2) Jalan menuju keluar harus diatur sehingga t idak melalui  bagian yang berbahaya kecual i  ja lan

tersebut di l indungi secara efekt i f  oleh pemisah atau pel indung f is ik lainnya.

(3) Lebar set iap jalan menuju jalan keluar minimum L20 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai

dengan jumlah penghuni serta peruntukkan bangunannya.

Pasal 44

Setiap bagian bangunan luar dari  sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau

atap, harus bebas beban r intangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus

mempunyai pagar pel indung set inggi minimum 90 (sembi lan puluh) cm dan dibuat dar i  bahan yang

kuat dan tahan api.

Pasal 45

(1) Luas lantai  set iap ujung jalan keluar mendatar harus dapat menampung jumlah penghuni lantai

tersebut,  dengan ketentuan luas minimum 0,3 m2 (t iga persepuluh m2 per orang).

t2) Tiap ujung keluar mendatar bangunan bert ingkat harus di tempatkan minimum sebuah tangga

yang memenuhi persyaratan.

Pasal 46

(1) Sarana jalan keluar harus bebas dari  r intangan dan selalu siap untuk digunakan.

(2) Set iap pemasang alat atau alarm kebakaran harus t idak mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan

harus dirancang serta dipasang sehingga t idak menghalangi penggunaan sarana keluar walaupun

pada waktu i tu alat-alat t idak berfungsi.

B a g i a n . . . . . .



Bagian Kedua

Sarana Jalan Keluar

Pasal 47

Setiap kor idor yang berfungsi sebagai ja lan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai ber ikut:

a.  l -ebar minimum 1.2 (satu dua persepuluh) meter;

b. Lantai  atas dan bawah permukaan tanah harus mempunyai ja lan keluar yang diatur sedemikian

rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga;

c. Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung

dengan jalan umum;

d. Set iap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang menutup sendir i

secara otomatis.

Pasal 48

(1) Set iap jalan keluar mendatar harus dibuat bahan yang t idak mudah terbakar dan letaknya diatur

sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang t idak terputus menuju ke luar

bangunan.

(2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut t idak boleh terkunci.

Pasal 49

(1) Lebar sebuah jalan l intas ke luar harus memenuhi kapasitas keseluruhan jalan keluar yang menuju

ke l intas jalan keluar tersebut.

{2) Ukuran dan kapasitas jalan l intas keluar harus disesuaikan dengan kapasitas maksimal penghuni

suatu bangunan tersebut,  termasuk kapasitas maksimal pada set iap t ingkat.

(3) Dengan memperhat ikan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal in i  kecual i ,  apabi la jumlah

penghuni yang boleh menempati  suatu t ingkat bangunan sebanding dengan penggunaan luas

kotor permukaan lantai ;

(4) Bukaan menuju jalan l intas keluar harus melalui  pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding

luar bangunan kecual i  lubang vent i lasi  udara dan set iap jalan l intas ke luar harus di lengkapi

dengan pintu tahan api.

Pasal 50

Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang di tetapkan oleh wal ikota.

Pasal 51

(1) Set iap ruangan yang digunakan oleh lebih dari  60 (enam puluh) orang, harus sesuai dengan

minimum 2 (dua) pintu keluar yang di tempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya.

(2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai ber ikut:

a.  Harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung, tangga dan halaman luar atau jal . rn

umum dan t idak merupakan pintu dorong atau pintu roda;

b .  Lebar . . . . . .



b. Lebar pintu minimum 90 (sembi lan puluh) cm;

{3) Pintu putar hanya boleh digunakan apabi la disamping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan

keluar yang memenuhi persyaratan.

Pasal 52

(1) Daun pintu jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai ber ikut:

a.  Membuka ke arah jalan keluar;

b. Mudah dibuka dari  dalam tanpa menggunakan anak kunci;

c.  Dapat terbuka penuh tanpa mengurangi lebar yang di tentukan.

(2) Pintu jalan keluar,  yang dalam keadaan normal selalu terbuka harus dapat menutup secara

otomatis apabi la ter jadi  kebakaran.

(3) Pintu jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i  apabi la telah tertutup secara

otomatis,  harus dapat dibuka secara manual dan dapat menutup sendir i .

Pasal 53

(1) Lebar unit  eksi t  untuk pintu harus di tentukan oleh lebar bersih pintu tersebut dalam keadaan

terbuka penuh.

(2) Bi la pintu sarana keluar terdir i  dar i  beberapa pintu, maka jumlah lebar unit  eksi t  untuk pintu

tersebut harus sama dengan masing-masing lebar eksi t  uni t  dar i  set iap pintu dimaksud.

(3) Lebar pintu jalan keluar satu daun minimum 90 (sembi lan puluh) cm, maksimum 120 (seratus dua

puluh) cm, sedangkan pintu dua daun lebar salah satu daunnya 60 (enam puluh) cm.

Pasal 54

(1) Pintu yang cara membukanya dengan menggunakan tenaga l istr ik harus dapat dibuka secara

manua l ,  apab i la  a l i ran  l i s t r i k  mat i .

(2) Pintu penahan asap dan panas yang menggunakan magnit  dan sehari-  har i  dalam keadaan terbuka

harus dapat menutup secara otomatis apabi la alarm bekerja namun masih dapat dibuka secara

manua l .

Pasal 55

(1) Semua tangga kebakaran yang berada di  dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan

ketentuan yang di tetapkan oleh Wal ikota.

(2) Di larang menggunakan tangga spiral  sebagai tangga utama atau tangga kebakaran kecual i  j ika

jumlah orang yang set iap harinya menggunakan tangga tersebut t idak lebih dari  5 ( l ima) orang.

(3) Tangga yang t idak tergolong dalam jalan keluar yang digunakan untuk jalan yang t idak lebih dari  2

(duai t ingkat dengan penghuni yang sama t idak perlu diber i  pel indung dengan ketentuan bahwa

luas maksimal yang di i j inkan untuk t ingkat di  atas.

(4) Tangga penghubung atau tangga umum t idak perlu di lengkapi dengan pel indung apabi la keduanya

menghubungkan lantai  dengan lantai  tambahan (mezzonine) pada t ingkat yang sama.

(5) Tangga t idak memerlukan pel indung apabi la hanya melewati  satu t ingkat bangunan yang menuju

ke atau dari  sebuah ruangan tertutup.

( 6 )  R u a n g  . . . . . .



(6) Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat

menimbulkan bahava kebakaran.

Pasal 56

Setiap tangga kebakaran ter l indung harus memenuhi ketentuan sebagai ber ikut:

(1) Terbuat dar i  bahan yang t idak mudah terbakar dengan konstruksi  tahan api minimum 2 (dua)jam;

(2) Dapat melayani semua lantai  mulai  dar i  lantai  bawah sampai terbatas bangunan dengan tanpa

bukaan, kecual i  pintu tunggal pada set iap lantai  yang di l indungi pintu tahan api 2 (dua) jam yang

menutup sendir i ;

(3) Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang langsung berhubungan

dengan jalan umum;

(4) Bagian teratas tangga tersebut harus mempunyai vent i lasi  ke udara luar dengan luas minimum

10% (sepuluh persen) dari  luas penampang mel intang tangga, dan apabi la vent i lasi  tersebut t idak

menembus atap, harus dipasang 2 (dua) buah vent i lasi  yang masing-masing di tempatkan pada sisi

yang berlawanan dari  cerobong yang mempunyai luas sama dengan vent i lasi  tunggal.

Pasal 57

(1) Semua tangga luar yang permanen dapat digunakan sebagai sarana jalan keluar bi la memenuhi

ketentuan yang sama seperti tangga dalam.

(2) Tangga luar harus di lengkapi dengan pagar pengamanan set inggi minimum L,2 (satu dua

persepuluh) meter.

{3) Tangga luar dapat menuju atap bangunan lain atau ke bangunan yang berdampingan bi la

konstruksi tangga tersebut memenuhi ketentuan untuk keselamatan jiwa manusia.

Pasal 58

(1) Semua tangga kebakaran tambahan harus mempunyai langkah (pegangan tangga) atau pel indung

pada kedua sisinya dengan ket inggian 75 ( tujuh puluh l ima)cm dan maksimum L05 ( seratus l ima )

c m .

(2) Langkah atau pel indung harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan minimum

100 (seratus) kg.

Pasal 59

(1) Penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada set iap bangunan.

(2) Penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus-menerus.

{3) Penerangan buatan harus digunakan di  tempat-tempat sarana jalan keluar dan dapat dihidupkan

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan ni lai  kuat penerangannya.

Pasal 5O

(1) Kemampuan penerangan darurat yang menggunakan baterai  harus disediakan dan harus dapat

bertahan minimum 60 (enam puluh) menit  untuk bangunan rendah dan bangunan menengah,

serta minimum 90 (sembi lan puluh) menit  untuk bangunan t inggi apabi la al i ran utama padam.

(2) Penerangan . . . . . .



(2) Penerangan darurat yang menggunakan baterai harus menggunakan baterai yang dapat diisi

kembal i  secara otomatis.

(3) Sistem penerangan darurat harus dapat bekerja secara otomatis bi la ter jadigangguan.

(4) Bahan yang dapat memantulkan cahaya di larang digunakan sebagai penggant i  penerangan darurat

sarana ialan keluar.

Pasal 6L

( i)  Penerangan yang digunakan untuk sarana jalan keluar harus bersumber dari  al i ran l istr ik yang

dapat diandalkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penerangan sarana jalan keluar harus terdir i  dar i  minimum 2 (dua) sumber l istr ik yang berbeda

sehingga apabi la salah satu sumber al i ran tersebut t idak bekerja,  maka sumber yang lain dapat

bekerja secara otomatis.

(3) Bi la tenaga l istr ik digunakan sebagai sumber penerangan untuk sarana jalan keluar,  instalasi  l istr ik

tersebut harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Lampu penerangan yang menggunakan baterai  atau lampu yang mudah di j in j ing di larang dipakai

sebagai sumber penerangan utama sarana jalan keluar,  kecual i  dipakai sebagai sumber

penerangan darurat.

Pasal 62

(1) Tanda jalan keluar dan tanda yang menunjukkan jalan keluar harus mudah ter l ihat dan terbaca.

(2) Tanda panah sebagai arah penunjuk jalan keluar harus di tempatkan diset iap t i t ik bi la arah jalan

menuju keluar terdekat t idak tampak dengan jelas.

(3) Jalan ter jauh antara t i t ik tanda penunjuk arah dan tanda jalan keluar terdekat maksimum 30 (t iga

puluh) meter.

{4) Set iap pintu kor idor atau tangga yang bukan jalan keluar atau yang menuju jalan keluar dan

tempat-tempat yang dapat disalah tafsirkan sebagai ja lan keluar,  harus dipasang tanda yang

menujukkan arah yang sebenarnya, sepert i  'KE RUANG BAWAH TANAH", "GUDANG" dan

sebagainya dengan tul isan berwarna merah.

(5) Set iap tanda keluar minimal harus memuat kata "KELUAR" dalam huruf yang sederhana yang

mudah ter l ihat dan mudah terbaca dengan ukuran minimum 10 (sepuluh) cm dan tebal huruf

minimum 1 (satu)cm atau berupa simbol yang mudah ter l ihat.

(6) Tanda jalan keluar dan penunjuk arah harus berwarna dasar put ih dengan tul isan hi jau atau

berwarna dasar hi jau dengan tul isan put ih.

BAB V

PENANGGUTANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan Rendah

Paragraf I

Bangunan Pabrik dan atau Gedung

Pasa l  63  . . . . . .

( Klasifikasi I )



t1)

(2)

Pasal 63

Setiap bangunan pabrik harus di l indungi dengan alat pemadam api r ingan yang jenis dan

jumlahnya disesuaikan dengan klasi f ikasi  ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.

Set iap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran r ingan harus di l indungi dengan alat

pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 58 - 108 dan ditempatkan pada tempat-

tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh l ima) meter.

Set iap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus di l indungi dengan alat

pemadam api r ingan yang berdaya padam l ingkungan 2A, l -08 -  208 dan di tempatkan pada

tempat-tempat jarak jangkauannya maksimum 20 ( dua puluh) meter.

Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran t inggi harus di l indungi dengan alat

pemadam api ringan yang berada pada minimum 20A, 408 - 80B dan ditempatkan pada tempat-

tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 ( l ima belas) meter.

Pasal 64

Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat

{2),  (3) dan (4),  harus di l indungi pula dengan hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang

selang dan pancaran air  yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang di l indungi.

Set iap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran r ingan yang mempunyai luas lantai

minimum 1.000 (ser ibu) M2 dan maksimum 2000 (dua r ibu) M2 harus dipasang minimum 2 (dua )

hidran set iap penambahan luas lantai  maksimum 1000 ( ser ibu )  M2 harus di tambah minimum 1 (

sa tu  ) t i t i k  h id ran .

Set iap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai  minimum

800 ( delapan ratus )  M2 harus dipasang minimum 2 (dua) t i t ik hidran, set iap penambahan luas

lantai  maksimum 800 (delapan ratus) M2 harus di tambah minimum L (satu)t i t ik hidran.

Set iap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran t inggi yang mempunyai luas lantai  minimum

600 ( enam ratus )  M' harus di tambah satu t i t ik hidran.

Pasal 55

Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau

menghasi lkan bahan baku yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus di l indungi dengan

sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Set iap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di  komplek

pabrik maupun yang berdir i  sendir i  harus mendapat perl indungan dari  ancaman bahaya kebakaran

sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Wal ikota

Pemasangan Instalasi  pemercik otomatis atau Instalasi  pemadam lainnya yang dihubungkan

dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) pasal in i  harus memperl ihatkan keselamatan j iwa orang yang berada di  dalamnya.

Apabi la penggunaan air  untuk pemadam dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam

jenis gas otomatis.

(3)

(4)

( 1 )

(2)

(3)

(4)

( 1 )

(2 )

(3 )

(4)

( 5 ) S e t i a p . . . . . .



(5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik

lainnya harus di lengkapi dengan detektor kebocoran l istr ik yang dihubungkan dengan sistem

alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

(6) Set iap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar

harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem otomatis dan sistem

pemadam otomatis.

Pasal 66

(1-) Alat,  pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya

kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

{2) Alat atau pesawat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap

panas atau bahan yang sejenis,  di larang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari  2 (dua)

meter dari  suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar

seperti tersebut pada ayat (1) pada pasal ini.

(3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus di lengkapi dengan katup pengaman

yang memenuhi persyaratan dan di tandai dengan jelas.

(4) Ruang atau daerah dalam ruangan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan

ketel  didi ,  generator,  gardu l istr ik,  dapur utama, ruang mesin, tabung gas dan ruang atau daerah

lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus di tempatkan terpisah atau bi la di tempatkan

pada bangunan utama, harus dibatasi  oleh dinding atau kompartemen yang ni lai  ketahanan apinya

minimum 3 (t iga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai  kompartemen tersebut harus t idak

terdapat lubang terbuka kecual i  untuk bukaan yang di l indungi.

Pasal 67

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu

bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 {empat belas} har i  ker ja yang

diperhi tungkan dari  jumlah rata-rata pemakaian set iap hari .

Pasal 68

Setiap ruangan di  dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan vent i lasi  atau alat hembus atau

hisap untuk menghi langkan debu, kotoran dan asap {uap},  maupun penyegar udara, pemasangannya

harus memenuhi persyaratan sebagai ber ikut:

a.  Pemasangan pesawat vent i lasi  s istem unit  pada dinding bagian luar bangunan harus di lengkapi

dengan sakelar yang dipasang pada dinding di  dalam ruangan yang mudah di jangkau dan

d igunakan;

b. Pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan

penahan api otomatis;

c.  Bi la menggunakan sistem penahanan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat

mudah dibuka dan di tutup dari  luar ruangan;

d. Debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak menggang3u

kese lamatan umum:

P a s a l  6 9 . , . . . .



Pasal 69

(1) Set iap tempat parkir  tertutup harus di l indungi dar i  bahaya kebakaran dengan alat pemadam api

r ingan dari  jenis gas atau jenis kimia ker ing serba guna, sesuai dengan pasal 62 ayat (3) dan atau

di l indungi dengan sistem pemadam otomatis.

(2) Set iap peralatan terbuka yang luasnya t idak lebih dari  300 (t iga ratus) m2 harus di tempatkan

minimum 2 (dua) alat pemadam api r ingan jenis atau kimia ker ing serba guna, yang berukuran

minimum 2 A, 10 B - 20 B dipasang di tempat yang mudah diambi l  untuk digunakan.

(3) Set iap kelebihan luas sampai dengan 300 (t iga ratus) m2 sepert i  pada ayat (2) pasal in i  harus

ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan atau Perdagangan

( Klasifikasi ll )

Pasal 70

(1) Set iap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan

perkantoran harus di l indungi dar i  ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran

api r ingan yang berdaya padam minimal 2 A, 28 -  58 dan di tempatkan dengan jarak jangkau

maksimum 20 (dua puluh) meter dari  set iap tempat.

(2) Set iap bangunan tempat peribadatan dan tempat pendidikan harus di l indungi dar i  ancaman

bahaya kebakaran dengan alat pemadam api r ingan yang berdaya minimum 7A, 28 - 58 dan

ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 (dua puluh l ima) meter dari  set iap tempat.

(3) Set iap bangunan pertokoan atau pasar harus di l indungi dar i  ancaman bahaya kebakaran dengan

alat pemadam api r ingan yang berdaya padam minimum 34, 58-108 dan di tempatkan dengan

jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari  set iap tempat.

Pasal 71

(1) Set iap bangunan umum/ tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan

tersebut dalam pasal 68 harus di l indungi dengan unit  hidran kebakaran dengan ketentuan panjang

selang dan pancaran air  yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang di l indungi.

(2i  Set iap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan,

perkantoran dan pertokoan/pasar untuk set iap 800 (delapan ratus) m' harus dipasang minimum 1

(satu) t i t ik hidran.

(3) Set iap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk set iap 1000 (ser ibu) m' harus dipasang

min imum 1 (sa tu) t i t i k  h id ran .

PasalT2

(1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus di l indungi dengan sistem alarm kebakaran harus

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, 66, 68 berlaku untuk set iap bangun.rn

umum dan atau perdagangan.
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Pasal 73

(1) Set iap terminal angkutan umum darat harus di l indungi dengan sistem alarm kebakaran,

pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2i  Set iap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat

menggunakan alat pemadam.

Pasal 74

{1) Bangunan gedung parkir  di l indungi dar i  ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api

r ingan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan ancarnan

bahaya kebakaran sedang.

(2) Set iap peralatan parkir  terbuka termasuk pula kendaraan harus di l indungi dengan hidran

kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2)

Paragraf 3

Ketentuan Penetapan Gang Kebakaran

Pasal 75

(1) Set iap pembangunan pertokoan dan pasar harus mempunyai gang kebakaran yang berfungsi

sebagai pemisah antara satu blok pertokoan dengan blok pertokoan lainnya dan sebuah jalan/

gang yang dapat di la lui  kendaraan dan terbuka bagi la lu l intas umum.

(2} Set iap gang kebakaran harus mempunyai lebar sekurang-kurangnya 4 (empat) meter.

(3) Untuk set iap 1 (satu) gang kebakaran minimal 24 {dua puluh empat) meter dan maksimal 40

(empat puluh) meter untuk 1 (satu) blok pertokoan.

(4) Set iap orang /  badan di larang membangun, mendir ikan bangunan, baik darurat maupun

permanen di  dalam gang kebakaran, membuat pagar tambahan disamping dinding toko /  k ios

yang dapat mengganggu fungsi gang kebakaran.

t5) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal (75) ayat (4) tersebut di  atas t idak berlaku

apabi la di tentukan Wal ikota.

Bangunan Perumahan

( Klasifikasi ll l )

Pasal 75

(1) Bangunan perumahan dalam l ingkungan perkampungan harus di l indungi dar i  ancaman bahaya

kebakaran dengan alat pemadam api r ingan yang berdaya pada minimum 2 A, 5 B dan

ditempatkan pada setiap rukun tetangga ( RT ) yang bersangkutan.

{21 Bangunan perumahan sederhana harus di l indungi dar i  ancaman bahaya kebakaran dengan alat

pemadam api r ingan yang berdaya padam 2 A, 5 B dan di tempatkan dengan jarak jangkauan

maksimum 25 (dua puluh l ima) meter dari  set iap tempat.

(3) Bangunan perumahan lainnya harus di l indungi dar i  ancaman bahaya kebakaran dengan alat

pemadam api r ingan yang berdaya padam minimum 2A,1A B dan di tempatkan dengan jangkauan

20 ( dua puluh ) meter dari  set iap tempat.
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Pasal 77

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah

atau t inggi ber laku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66.

Pasal 78

(1) Ruang Instalasi  pendingin sentral ,  pembangkit  tenaga l istr ik,  dapur umum, tempat menyimpan

bahan bakar,  cairan yang mudah terbakar atau yang sejenisnya, harus mendapat perl indungan

khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran

besar.

(2) Ruangan pembangkit  tenaga l istr ik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) pasal in i ,  harus

ditempatkan tersendir i  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf lV

Bagian Campuran

Pasal 79

(1) Terhadap set iap bangunan campuran yang berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman

kebakaran yang terberat dar i  fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.

(2) Pengecual ian terhadap ayat (1) pasal in i  apabi la pada bagian bangunan yang fungsinya

mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih erat dipisahkan dengan kompartemen yang

ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya l .

Bagian Kedua

Bangunan Menengah

Pasal 80

i1) Konstruksi  dinding dan bagiannya dari  suatu bangunan harus memil ik i  konstruksi  tahan api

berdasarkan penguj ian standar tahan api.

(2) Penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i  t idak diperlukan terhadap bahan yang

telah memenuhi standar tahan api dar i  instalasi  yang berwenang.

Pasal 81

(1) Bahan atau perlengkapan l i f t ,  tangga, vent i lasi  dan bukaan tegak lainya harus dibuat dengan

kontruksi  tahan api sebagaimana dalam pasal 79 ayat (1).

(2) Set iap kor idor jalan keluar harus memil ik i  kontruksi  tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal

79 ayat (1)

(3) Set iap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang menutup sendir i  dan tahan api

min imum 1 {sa tu) jam.

Pasal 82

(1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450

(empat ratus l ima puluh) M2 harus terbuat dar i  bahan yang t idak mudah terbakar atau bahan

la innya.
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{2) Set iap jalan penghubung yang digunakan sebagai ja lan keluar seluruhnya harus dibuat dar i  bahan

tahan api dan bi la tertutup harus tahan api minimum 1 {satu) jam.

(3) Set iap tangga dan bordes harus dibuat dengan kontruksi  beton bertulang atau baja, dan set iap

tangga harus terbuat dar i  bahan yang t idak mudah terbakar.

(4) Set iap pintu dan jendela dari  suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga t idak

memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 83

(1) Set iap bangunan yang menonjol ,  teras dan sejenisnya, balkon dan serambi serta l is dan yang

sejenis harus dibuat dar i  bahan yang t idak mudah terbakar.

(2) Set iap ruangan di  atas {penthousel dan rangka atap harus mempunyai kontruksi  yang sama

dengan kontruksi  bangunannya.

(3) Set iap jendela atap (sky l fgt)  harus dibuat dengan kerangka yang t idak mudah terbakar dan kaca

berkawat (wired g/oss) atau bahan lainnya yang sejenis.

Pasal 84

(1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memil ik i  kwal i tas yang t idak dapat menyala

ataupun merambatkan api apabi la ter jadi  kebakaran serta t idak menimbulkan asap, gas beracun

dan uap yang dapat terbakar apabi la terkena panas.

(2) Set iap bahan pelapis harus t idak mudah terbakar,  sedangkan bahan pelapis dinding dan langit-

langit  pada jalan keluar harus memil ik i  kual i tas yang lebih t inggi dar i  pelapis yang t idak mudah

terbakar tersebut.

(3) Kual i tas penutup langit  yang sejenis dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i ,

harus lebih t inggi dar i  parket kayu atau l inol ium tebal pada dasar yang t idak mudah terbakar.

i4) Permadani wol l  pada lantai  yang t idak mudah terbakar dapat digunakan di  ruang tunggu di

kor idor.

Pasal 85

(1) Kontruksi  ja lan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam

pasal 79 ayat (1)

(2) Bukaan menuju jalan keluar harus melalui  pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar

bangunan, kecual i  lubang vent i lasi  udara, dan set iap jalan keluar harus di lengkapi dengan pintu

tahan ap i .

Pasal 86

(1) Jalan keluar termasuk jalan penghubung, jalan l intas, ja lan landai,  tangga dan lorong yang

merupakan bagian-bagian dari  ja lan keluar,  harus di l indungi dengan kontruksi  tahan api

sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1).

(2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, eskalator, cerobong dan bukaan lainnya pada lantai.

harus di l indungi dengan kontruksi  tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1)
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Pasal 87

(1,)  Set iap bangunan menengah harus di l indungi s istem pengendal ian asap yang ketentuan

pemasangannya memperhat ikan hal-hal sebagai ber ikut:

a.  Bagian ruang pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan

bebas asap bi la ter jadi  kebakaran.

b. Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang Iainnya yang

diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan

vent i lasi  mekanis yang akan bekerja secara otomatis bi la ter jadi  kebakaran.

c. Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus

dikendal ikan baik secara otomatis maupun manual di  ruang sentral .

d.  Sistem pendinginan sentral  harus direncanakan agar dapat berhent i  secara otomatis bi la

ter jadi  kebakaran.

e. Cerobong lduct ingl  pendingin harus di lengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat

menutup secara otomatis bi la ter jadi  kebakaran.

f .  Setelah pemasangan sistem pengendal lan asap selesai per lu di lakukan penguj ian dengan

memberikan asap pada saluran yang terpasang.

g. Pemeliharaan harus di lakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau

t idak.

h. Sistem pengendal ian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara

otomatis bi la ter jadi  kebakaran.

(2) Vent i lasi  asap tunggal pada bukaan tegak hanya di i j inkan apabi la lubangnya menembus atas,

apabi la t idak menembus harus dipasang 2 (dua) buah vent i lasi  asap yang luasnya sama dengan

lubang vent i lasi  asap tunggal yang berujung pada sisi  ber lainan.

(3) Vent i lasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i ,  harus mempunyai dinding yang t idak

beriubang-lubang dan i ic iak boieh berhubungan dengan atau melayani lubang vent i lasi  maupun

cerobong lainnya.

(4) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong l i f t  harus terbuat dar i  bahan yang t idak mudah

terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk vent i lasi .

Pasal 88

Setiap penghisap asap dari  ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan

sebagai ber ikut:

a.  Penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang

menghadap ke jalan atau pada dinding luar;

b. Penghisap asap pada ruang ketel  didih,  gedung bahan bakar dan ruang dengan peralatan yang

mengandung minyak harus dipasang tersendir i ;

c.  Ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi  tanda

yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut.

d. Cerobong penghisap asap yang menembus lantai  di  atasnya harus di l indungi dengan dinding

tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai  tersebut dan t idak berlubang dan apabi la
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beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus

terpisah satu dengan lainnya.

Pasal 89

(1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

(2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,  harus dibuat

sedemikian rupa, sehingga bi la ter jadi  kebakaran dapat berhent i  secara otomatis.

Pasal 90

(1) Set iap bangunan menengah harus di l indungi dar i  ancaman bahaya kebakaran dengan sistem

pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagimana dimaksud pada pasal 29 dan 30.

(2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang t idak menggunakan sistem pemercik otomatis

harus di lengkapi dengan detektor yang berhubungan dengan sistem pemercik otomatis i tu yang

ada da lam bangunan.

(3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang harus di l indungi oleh sistem tabir  air  lwater

curtain),  pemasangan tabir  air  harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Setiap bangunan menengah harus di l indungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, 27, dan 28.

Pasal 92

(1) Set iap bangunan menengah harus di l indungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan

sebagiamana dimaksud pada pasal 24. Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan

panjang selang dan pancaran air  seluruh permukaan lantai  di  dalam dapat dicapai dan di l indungi.

(2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang selang dan pancaran air  seluruh

permukaan lan ta i  d i  da lam dapat  d i  capa i  dan d i l indung i .

(3) Hidran ket ika digunakan harus dapat memancarkan air  dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasai 93

Setiap tempat pada bangunan menengah harus di l indungi dengan alat pemadam api r ingan yang

kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 63 ayat {2),  ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 94

(L) Bi la pelaksanaan dalam pembangunan telah mencapai ket inggian 15 ( l ima belas) meter harus

dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.

(2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada

lantai  minimum 2 (dua) t ingkat di  bawah t ingkat tert inggi yang sedang dibangun.

(3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan i j in penggunaannya telah dikeluarkan oleh

yang berwenang, walaupan bangunan belum selesai keseluruhannya, diber lakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 92.
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Pasal 95

(1) Set iap bangunan menengah harus di lengkapi dengan l i f t  dan atau alat pengangkat mekanik dan

atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran pal ing sediki t  sebuah l i f t  harus dapat berfungsi sebagai l i f t

kebakaran sehingga set iap lantai  atau t ingkat bangunan dapat di layani oleh minimum sebuah l i f t

kebakaran yang di l indungi dengan ruang luncur tahan api minimum 2 { dua ) jam.

(3) Li f t  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i ,  harus mempunyai sakelar kebakaran (/rre

switchl  jenis tombol tekan yang di tempatkan di  lantai  dasar dekat pintu l i f t  dan mempunyai

ketentuan yang di tetapkan oleh Wal ikota.

(4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan l i f t  harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus

kedap asap.

(5) Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan l i f t  harus dibuat dar i  bahan yang t idak mudah

terbakar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal.

(6) Sumber tenaga l istr ik untuk l i f t  kebakaran direncanakan dari  dua sumber yang berbeda, sehingga

al i ran l istr ik dapat berpindah secara otomatis apabi la ter jadi  kebakaran dalam al i ran l istr ik

tersebut.

Pasal 95

(1) Instalasi  telepon darurat,  minimal satu pesawat harus dipasang pada set iap lantai  dan kendaraan

l i f t  kebakaran.

Instalasi  telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat

harus dapat terputus dari  telepon biasa, sehingga seperlunya dapat digunakan sebagai telepon

darurat.

Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal in i

maka suatu sistem tata surya yang terputus harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian

pengumuman dan instruksi .

Pasal 97

Semua kabel l istr ik untuk l i f t  kebakaran, alat  pencegah dan pemadam kebakaran lainnva harus

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber al i ran l istr ik tersendir i  harus disediakan untuk menjalankan l i f t  kebakaran ataupun

peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabi la sumber al i ran l istr ik

utama terputus.

Pembangkit  tenaga l istr ik yang digunakan sebagai sumber al i ran l istr ik tersendir i  harus sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin l i f t  kebakaran maupun alat pencegahan

dan pemadaman lainya dengan sebaik-baiknya.

Sumber al i ran l istr ik tersendir i  beserta panelnya harus dapat mengal i rkan al i ran arus l istr ik ke l i f t

kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan

penghisap asap.
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(5) Lampu penerang pada tangga, bordes, ja lan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan 2

{dua) sumber al i ran l istr ik yang berbeda, sehingga apabi la salah satu sumber al i ran tersebut t idak

dapat bekerja.

Pasal 98

(1) Sumber l istr ik batere dengan alat pemindah otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di

tangga, bordes, ja lan penghubung dan lainnya yang akan menyala secara otomatis apabi la al i ran

l istr ik terputus.

(2) Penerus (relay) pemindah al i ran l istr ik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,  harus di tempatkan pada peralatan sumber l istr ik batere yang

melayani atau memberi  al i ran kepada lampu-lampu penerang tersebut.

(3) Lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan al i ran batere secara otomatis

dalam keadaan darurat.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PERTJI NAN

Pasal 99

(1) Set iap gambar dan data teknis perencanaan instalasi  proteksi  kebakaran dan sarana penyelamatan

j iwa pada bangunan harus ter lebih dahulu mendapat persetujuan dari  Wal ikota atau pejabat yang

ditunjuk.

(2) Set iap pelaksanaan pemasangan instalasi  proteksi  kebakaran dan atau sarana penyelamatan j iwa

pada bangunan harus mendapat persetujuan dari  Wal ikota atau pejabat yang di tunjuk, setelah

diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.

(3) Apabi la dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i  ternyata masih banyak

terdapat ketentuan-ketentuan yang belum terpenuht,  Waltkota memenntahkan untuk menunda

dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 100

(1) Wal ikota dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya

dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.

(2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,

ia lah pemeriksaan ketentuan pencegahan untuk bangunan rendah, menengah dan t inggi

sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama

pembangunan sedang di laksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal L6 dan pasal 93.

(3) Apabi la dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,  terdapat hal-hal yang

meragukan atau yang si fatnya tertutup, Wal ikota dapat memerintahkan untuk mengadakan

penel i t ian dan penguj ian.

(4) Semua pembiayaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  (2) dan (3)

pasal in i ,  menjadi beban sepenuhnya dari  pemil ik atau pengelola dan atau tanggung jawab

bangunan tersebut.
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Pasal 101

(1) set iap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi  proteksi  kebakaran dan sarana berkala
tentang kelengkapan dan kesiapanr sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan j iwa
dan hal-hal yang lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.

(2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat
tanda st iker klasi f ikasi  t ingkat bahaya dan sert i f ikat layak pakai yang dikeluarkan oleh wal ikota
atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap
mendapatkan st iker klasi f ikasi  t ingkat bahaya dan mendapatkan surat Tanda Bukt i  pemeriksaan

serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh wal ikota atau pejabat yang di tunjuk.
(4) st iker klasi f ikasi  t ingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i ,  harus dipasang

pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ket inggian 2 (dua) meter dari  permukaan
tanah/ lantai  agar mudah di l ihat.

(5) sert i f ikat layak pakai harus di lengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana
penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan j iwa yang telah ada.

{6) Apabi la dipandang perlu wal ikota dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi
persyaratan dan mengandung ancaman bahaya ket inggian t inggi.

Pasal 102

(1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada disuatu bangunan, alat pencegahan dan pemadam

kebakarannya harus diperiksa secara berkala pal ing cepat L (satu) tahun sekal i ,  serta dalam waktu
sekal i  harus di laksanakan pengetesan tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrol ik.
Disamping i tu dapat di lakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberi tahuan

ter lebih dahulu oleh Wal ikota atau pejabat yang di tunjuk.

(2) set iap pemil ik dan atau pemakai alat  pencegah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal in i  waj ib memberi  kesempatan dan membantu kelancaran ter laksananya
pemeriksaan.

{3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pasal in i  di laksanakan olen petugas Kantor
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang harus di lengkapi dengan surat tugas dan
memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.

(a) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang t idak memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku harus segera di is i ,  digant i  atau diperbaiki  sehingga selalu berada keadaan
s iap  paka i .

Pasal 103

Pemil ik,  pengelola atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas
kelengkapan, kelalaian seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasi f ikasi ,
penempatan, pemel iharaan, peralatan, perbaikan dan penggant ian alat tersebut sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam eanun ini .
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Pasal 104

{1) Wal ikota atau pejabat yang di tunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan

tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan

lainnya.

{2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i

waj ib melakukan t indakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) pasal in i  untuk

kepent ingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelumnya, selama dan sesudah

berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 105

(1) Set iap perorangan dan atau badan usaha yang menjalankan pemasangan sistem instalasi  proteksi

kebakaran harus mendapat i j in dar i  Wal ikota atau pejabat yang di tunjuk.

(2) Set iap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistr ibusikan, memperdagangkan

dan mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam dan pengisian kembal i  harus

mendapat i j in dar i  Wal ikota atau pejabat yang di tunjuk.

(3) l j in sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan (2) pasal in i  ber laku 3 ( t iga) tahun dapat

diperpanjang atau diperbaharui .

{4) Pemegang i j in harus membuat laporan tertul is kepada Walikota atau pejabat yang di tunjuk

tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan (2) pasal in i .

BAB VII

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 105

(1) Set iap penduduk yang berada di  daerah kebakaran, yang mengetahui ter jadinya kebakaran, waj ib

membantu secara akt i f  mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepent ingan

pribadi maupun kepent ingan umum.

l2')  Barang siapa yang berada di  daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran waj ib

segera melaporkannya kepada Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan

atau Instansi la in yang terdekat.

{3) Instansi la innya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal in i ,  yang telah menerima laporan

tentang ter jadinya suatu kebakaran waj ib melaporkan kepada Kantor Pemadam Kebakaran.

Pasal 107

(1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan j iwa harus lebih diutamakan dari  pada

penyelamatan harta benda.

(2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, set iap pemil ik atau penanggung

jawab bangunan waj ib mengikut i  program jaminan penanggulangan r is iko kebakaran.

(3) Pelaksanaan atau penyelengaraan program jaminan penanggulangan r is iko kebakaran di tetapkan

oleh Wal ikota.
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Pasal 108

Sebelum Petugas Pemadam Kebakaran t iba di  tempat ter jadinya kebakaran, komandan barisan

sukarela kebakaran atau penanggung jawab tempat tersebut atau kepala wi layah serempat atau

anggota pol is i  yang tert inggi pangkatnya yang hadir ,  berwenang dan bertanggung jawab

mengambil  t indakan dalam rangka tugas pemadam.

Setelah petugas pemadam kebakaran t iba di  tempat ter jadinya kebakaran, demi kepent ingan

keselamatan umum dan pengamanan setempat,  di larang bagi set iap orang berada di  daerah

bahaya kebakaran, kecual i  para petugas.

Setelah Petugas Pemadam Kebakaran t iba di  tempat ter jadinya kebakaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal in i  wewenang dan tanggung jawab beral ih kepada pimpinan petugas pemadam

Kebakaran.

Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) pasal in i ,  harus segera merryerahkan kembal i  wewenang dan tanggung jawab

dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut,  kecual i  di tentukan lain oleh Wal ikota.

Sebelum pirnpinan Petugas Pemadam Kebakaran menyerahkan kembal i  wewenang dan tanggung

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal in i ,  harus diadakan penyel idikan pendahuluan

baik oleh pihak kepol is ian maupun oleh pemadam Kebakaran.

Penyel idikan pendahuluan di lakukan oleh pihak kepol is ian untuk kepent ingan pengusutan lebih

lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Pemadam Kebakaran berwenang atau

dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.

Setelah pimpinan petugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

menyerahkan kembal i  wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal

ini  yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertul is secara lengkap tentang segala hal

yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Kantor Kebakaran.

Pasal 109

Pada waktu ter jadi  kebakaran, siapapun yang berada di  daerah kebakaran diwaj ibkan mentaat i

pentunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 107

ayat (1) dan (3).

Hal-hal yang ter jadi  di  daerah kebakaran yang disebabkan karena t idak dipatuhinya petunjuk dan

atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i ,  adalah menjadi tanggung jawab

sepenuhnya dari  yang bersangkutan.

Di larang memindahkan atau membawa barang-barang ke luar dari  daerah kebakaran tanpa i j in

petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ayat (1)dan (3).

Pasal 110

(1) Pemil ik dan atau penghuni bangunan atau pemil ik pekarangan berkewaj iban memberi  bantuan

pada para petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ayat (1) dan {3) baik diminta ataupun

t idak, untuk kepent ingan pemadaman kebakaran.

( 2 )

(3 )

(4 )

(s)

(6 )

(7 )

(8)

t_r ,

{2 )

(3 )
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(2) Pemil ik dan atau penghuni bangunan atau pemil ik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal in i  berkewaj iban pula menghindarkan segala t indakan yang dapat menghalangi atau

menghambat kelancaran pelaksanaan petugas pemadam kebakaran.

Pasal 111

Pemil ik dan atau penghuni bangunan atau pemil ik pekarangan waj ib mengadakan t indakan dan

memberikan kesempatan demi ter laksananya tugas pemacraman guna mencegah menjalarnya

kebakaran atau menghindari  bahaya kebakaran, baik di  dalam maupun dipekarangan rumahnya atau

bangunan la innya.

Pasal 112

Apabi la bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman

keselamatan j iwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemil ik dan atau penghuni bangunan dan

barang tersebut waj ib mengadakan dan memberikan kesempatan ter laksananya t indakan yang

dianggap perlu oleh pimpinan petugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan

Penanggulangan Bencana atau pol is i ,  tanpa menuntut gant i  rugi  pada siapapun.

Pasal 113

(1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada

di tangan pimpinan petugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan atau

pimpinan petugas pol is i  yang bertugas di  tempat kebakaran tersebut,  kecual i  di tentukan lain oleh

Wal iko ta .

BAB VII I

PEMBINAAN

Pasal 114

(1) Di wi layah Pemko Langsa harus di laksanakan program lat ihan pencegahan dan pemadaman

kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecual i  di tentukan lain oleh Wal ikota.

(2 )  Untuk  bangunan perumahan da lam l ingkungan perkampungan dan bangunan perumahan

sederhana harus di tunjuk dan di tetapkan seorang pimpinan dan atau komandan Balakar yang

bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar pada l ingkungan masing-masing dan

pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in i .

(3) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari  50 ( l ima puluh) orang dan

bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari

30 ( t iga puluh) orang harus di tunjuk dan di tetapkan kepala dan waki l  kepala keselamatan

kebakaran gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem

pengamanan kebakaran setempat.

(4) Kepala dan waki l  kepala kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal in i ,  harus

memenuhi persyaratan, baik jasmani maupun rohaninya, keterampi lan dan pengetahuan

penanggulangan kebakaran serta dinyatakan telah lulus uj ian yang diadakan oleh Wal ikota.
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Pasal 115

Manajemen sistem pengamanan kebakaran di  bawah koordinasi kepala keselamatan kebakaran

gedung yang harus di laksanakan tugas-tugas sebagai ber ikut :

(1) Menyusun rencana strategi s istem pengamanan kebakaran termasuk protap evakuasi;

(2) Mengadakan lat ihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekal i  setahun;

(3) Memeriksa dan memelihara perangkat pencegahan dan penangulangan kebakaran;

(4) Memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang

mudah meledak ;

(5) Mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu ter jadi  kebakaran.

BAB IX

KETENTUAN PEI.AYANAN

Pasal 115

Pemerintah daerah mengatur tentang kepemil ikan atau pemakaian alat pemadam kebakaran dengan

maksud mencegah dan menanggulangi ter jadinya bahaya kebakaran.

Pasal 117

Demi kepent ingan dan kemanfaatan umum, pemerintah daerah memberikan pelayanan pemeriksaan

terhadap alat pemadam kebakaran yang dimi l ik i  dan atau dipergunakan masyarakat yang bertujuan

agar alat pemadam kebakaran tersebut tetap berfungsi sebagaimana mest inya dan dapat

dipergunakan sewaktu-waktu apabi la ter jadi  kebakaran.

BAB X

PETAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 118

(1) Pemeriksaan dan atau penguj ian alat-  alat  pemadam kebakaran pada set iap bangunan dan

kendaraan bermotor.

(2) Memberikan rekomendasi.

Pasal 119

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya

kebakaran pada bangunan /  gedung dan kendaraan bermotor yang menyimpan, memuat,  membawa

bahan-bahan yang mudah terbakar.

BA8 XI

KEWAJIBAN

Pasal 120

Setiap orang pr ibadi atau badan yang memil ik i  dan atau menguasai bangunan, ruangan, rumah, toko,

rt tmah susun, plat /  apartemen, perusahaan yang mengelola, menyinrpan dana memperdagangkan
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benda-benda yang mudah terbakar maupun yang t idak terbakar serta kendaraan bermotor waj ib

memil ik i  dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 121

(1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1"19 berupa racun api disediakan

pada set iap :

a.  Bangunan ruangan, rumah toko, rumah susun, f lat /apartemen dan bangunan lainnya.

b. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda yang mudah terbakar

(MT).

c.  Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda - benda yang t idak

mudah terbakar (TMT).

d. Kendaraan bermotor.

(2) Jenis dan ukuran is i  tabung racun api yang dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh keputusan

Walikota.

Pasal 122

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 119 berupa hidran waj ib dipasang pada

set iap :

a.  Bangunan industr i ,  pabrik -  pabrik dan gudang.

b .  Bangunan sarana umum;

c. Bangunan perumahan real estate, rumah susun, f lat  dan aparremen.

Pasal 123

Alat pemadam kebakaran sebagaimana disebut pada pasal LL9 berupa sprinkler waj ib dipasang pada

s e t i a o :

(1) Bangunan industr i ,  pabrik -  pabrik,  pusat perbelanjaan dan sejenisnya yang bert ingkat dua ke

d L d 5 -

12) Bangunan di  atas empat belas meter atau bert ingkat empat ke atas mulai  dar i  lantai  satu sampai

dengan ke atas.

Pasal 124

(1) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda - benda yang

mudah terbakar (MT) harus memil ik i  L (satu )  buah tabung racun api set iap ruas ruangan 1 s/d 40

m ' .

(2) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang

t idak mudah terbakar (TMT) harus memil ik i  1 (satu )  buah tabung racun api set iap ruas ruangan L

s /d 40 m2.

(3) Terhadap rumah susun, f lat  /  apartemen harus memil ik i  1 (satu )  buah tabung racun api set iap

ruas ruanga n L s/  d 60 m2.

(4) Terhadap kendaraan bermotor harus memil ik i  1 (satu) buah tabung racun api.

(5) Terhadap bangunan industr i ,  pabrik -  pabrik dan gudang harus memil ik i  1 (satu) uni t  hidran set iap

ruas ruangan 1 s /c j  600 m7.

(6)  Terhadap . . . . . .



(6) Terhadap bangunan perusahaan sepert i  pasar-pasar,  plaza-plaza, mal l ,  pusat perbelanjaan,

pertokoan, hotel ,  tempat hiburan dan perkantoran harus memil ik i  1 (satu) uni t  hidran set iap

ruangan 1 s/  d 800 m2.

(7) Terhadap bangunan real estate, rumah susun, f lat  dan apartemen harus memil ik i  1 (satu )  uni t

hidran set iap ruangan 1 s/  d i .000 m2.

(8) Terhadap bangunan perdagangan sepert i  pasar,  plaza, mal l  dan sejenisnya yang bert ingkat dua ke

atas serta bangunan yang memil ik i  ket inggian ke atas harus memil ik i  spr inkler mulai  dar i  lantai

satu ke atas.

Pasal 125

Setiap pemil ik,  pengelola bangunan diwaj ibkan memberikan kemudahan bagi petugas pencegahan

pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat per lengkapan dan

termasuk tugas-tugas dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB XII

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 125

Dengan nama retr ibusi  pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran dalam daerah dipungut retr ibusi .

Pasal t27

Objek retr ibusi  adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota atas pemeriksaan alat

pemadam kebakaran pabrik,  toko, kantor,  hotel ,  rumah makan, pusat perbelanjaan, bioskop, tempat

hiburan, pasar-pasar restoran, rumah sakit ,  k ios, bengkel-bengkel,  gudang, apot ik,  galon minyak,

distr ibutor gas, k l in ik BUMN, BUMD, laborator ium, biro konsultan administrasi ,  t ravel per jalanan dan

perusahaan-perusahaan lainnya.

Pasal 128

Subjek retr ibusi  adalah orang pr ibadi atau yang menikmati  pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam

kebakaran yang diberikan oleh pemerintah Kota.

Pasal 129

Wajib retr ibusi  adalah orang pr ibadi atau badan yang menurut Qanun ini  diwaj ibkan untuk membayar

retr ibusi  atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh pemerintah Kota.

BAB XII I

GOTONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 130

Retr ibusi  pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran termasuk golongan retr ibusi  jasa umum.

Pasal 131

Retr ibusi  yang terhutang dipungut di  wi layah Daerah.
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BAB XIV

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 132

Cara mengukur t ingkat penggunaan jasa retr ibusi  adalah:

1 .  Jumlah a la t  pemadam kebakaran.

2 .  Jen is  a la t  pemadam kebakaran.

3 .  Jen is  tempat .

BAB XV

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 133

{1) Prinsip penetapan tar i f  retr ibusi  pemeriksaan alat pemadam kebakaran mel iput i  jasa pelayanan

pemeriksaan dan atau penguj ian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran

yang dimi l ik i  dan atau dipergunakan masyarakat.

(2) Penetapan tar i f  retr ibusi  pemeriksaan alat pemadam kebakaran mel iput i :

a.  Biaya administrasi ;

b.  Biaya pemeriksaan dan pengawasan;

c. Biaya percetakan;

d .  B iaya  pembinaan.

BAB XVI

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 134

(1") Besarnya tar i f  pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis Racun Api pertabung / tahun yang

diperuntukkan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 adalah:

a. Rumah Toko yang mudah terbakar (MT) ---------  Rp. 35.000,-

b. Rumah Toko yang t idak mudah terbakar (  TMT)-------  Rp. 25.000,-

c.  Kios yang mudah terbakar (MT) --------  Rp. 8.500,-

d. Kios yang t idak mudah terbakar (TMT) -  Rp. 6.500,-

e. Stand yang mudah terbakar (MT) ---------  Rp. 7.500,-

f .  Stand yang t idak mudah terbakar (TMT) Rp. 6.000,-

g. Perusahaan yang t idak mudah terbakar (TMT) Rp. 35.000,-

h. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai  dar i

2 t a b u n g s / d S t a b u n g  R p . 2 0 . 0 0 0 , -

i .  Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai  dar i

6 tabung s/d seterusnya -----------  Rp. 15.000,-

j .  Perusahaan yang t idak mudah terbakar (TMT) Rp. 25.000,-

k.  Perusahaan yang t idak mudah terbakar (TMT) mulai  dar i

2 tabung s/d seterusnya -----------  Rp. 17.000,-

l .  Kendaraan . . . . . .



l .  Kendaraan bermotor :

-  Mob i l  penumpang umum Rp.  5 .000, -

-  Mob i l  bus  umum Rp.  10 .000, -

-  Mob i l  bus  t idak  umum Rp.  5 .000, -

-  Mob i l t ruck  umum Rp.  10 .000, -

-  Mob i l  p ick  up  t idak  umum Rp.  5 .000, -

-  Mobi l  pick up /  taksi  Rp. 5.000,-

(2) Besarnya tar i f  pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran per unit  /  tahun adalah

sebagai ber ikut :

a .  h id ran  ha laman Rp.  50 .000, -

b. hidran gedung (dalam bangunan ) --------------  Rp. 60.000,-

(3) Besarnya tar i f  pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa

sprinkler set iap satu rangkap/ tahun adalah Rp. 50.000,-

Pasal 135

Besarnya retr ibusi  alat  pemadam kebakaran yang harus dibayar oleh waj ib retr ibusi  yang mendapat

jasa pemeriksaan dihi tung dari  perkal ian antara jumlah alat pemadam kebakaran di  set iap jenis

tempat dikal i  besarnya tar i f  per unit  dalam pertahunnya sebagaimana termasuk pada pasal L33.

Pasal 136

Retr ibusi  yang dipungut berdasarkan Qanun disetor ke kas daerah.

BAB XVIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 137

(1)  Pemungutan re t r ibus i t idak  dapat  d ia l ihkan kepada p ihak  ke  t iga  /  d iborongkan.

(2) Retr ibusi  dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retr ibusi  Daerah (SKRD) atau dokumen

i j in  yang d ipersamakan.

Pasal 138

(1) Wal ikota menerbi tkan SKRD untuk penetapan retr ibusi ,  yang didasarkan pada Surat

Pemberi tahuan Retr ibusi  Daerah (SPTRD).

(2) Dalam hal SPTRD t idak dipenuhi oleh waj ib pajak retr ibusi  sebagaimana mest inya, maka Walikota

menerbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk dan is i  SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal in i  di tetapkan oleh Wal ikota.

Pasal 139

Apabi la berdasarkan hasi l  pemeriksaan di temukan data baru dan atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retr ibusi  yang terutang maka Walikota

menerb i tkan  SKRD tambahan.

BAB XVl l l  . . . . . .



BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 140

(1) Pembayaran retr ibusi  daerah menggunakan SSRD di lakukan di  kas daerah atau di  tempat lain yang

ditunjuk oleh Wal ikota sesuai waktu yang di tentukan berdasarkan SKRD, SKRD iabatan atau SKRD

tambahan.

(2) Apabi la pembayaran retr ibusi  di lakukan setelah lewat waktu yang di tentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),  maka dikenakan sanksi administrasi  berupa bunga sebesar Z % (dua

perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Wal ikota.

Pasal 141

(1) Pembayaran retr ibusi  di lakukan secara tunai l  lunas.

(2) Pembayaran retr ibusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diber ikan tanda bukt i  pembayaran.

(3) Bentuk, is i ,  kual i tas ukuran buku dan tanda bukt i  pembayaran retr ibusi  di tetapkan oleh Wal ikota.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 142

(1) Pengeluaran surat tagihan /per ingatan/ surat la in yang sejenis sebagai awal t indakan pelaksanaan

penagihan retr ibusi  dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh) hari  sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh) hari  setelah tanggal surat teguran/ per ingatan/ surat la in yang

sejenisnya, waj ib retr ibusi  harus memenuhi retr ibusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

Pasal 143

Bentuk-bentuk formul ir  yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retr ibusi  daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

BAB XX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 144

(1) Pembayaran retr ibusi  yang terhutang harus di lunasi sekal igus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retr ibusi  diatur lebih laniut oleh

Wal iko ta .

BAB XXI

KEBERATAN

Pasal 145

(i)  Waj ib retr ibusi  dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang di tunjuk

a tas  SKRD a tau  dokumen la in  yang d i  persamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)  Kebera tan  . . . . . ,



(2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai  alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal waj ib retr ibusi  mengajukan keberatan atas ketetapan retr ibusi ,  waj ib retr ibusi  harus

dapat membukt ikan ket idakbenaran ketetapan retr ibusi  tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pal ing lama 2 {dua) bulan sejak tanggal SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbi tkan, kecual i  apabi la waj ib

Retr ibusi  tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu i tu t idak dapat dipenuhi karena

keadaan di  luar kekuasaanya.

(5) Keberatan yang t idak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan {3) t idak

dianggap sebagai surat keberatan sehingga t idak dipert imbangkan.

(6) Pengajuan keberatan t idak menunda kewaj iban membayar retr ibusi  dan pelaksanaan penagihan

retr ibusi .

Pasal 145

(1) Wal ikota Langsa dalam jangka pal ing lama 6 (enam) bulan sejak tanggal di ter ima harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak

atau menambah besarnya retr ibusi  yang terhutang.

(3) Apabi la jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota t idak

memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 147

(1) Atas kelebihan pembayaran retr ibusi ,  waj ib retr ibusi  dapat mengajukan Permohonan

Pengembal ian kepada Walikota.

(2) Wal ikota dalam jangka pal ing lama 6 (enam) bulan sejak di ter imanya Permohonan kelebihan

pembayaran retr ibusi  sebagaimana dimaksud pada ayat {1),  harus memberikan Keputusan.

(3) Apabi la jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampaui dan Walikota t idak

memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembal ian Retr ibusi  dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus di terbi tkan dalam jangka waktu pal ing lama 1 (satui  bulan.

(4) Apabi la waj ib retr ibusi  mempunyai utang retr ibusi  la innya, kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhi tungkan untuk melunasi ter lebih dahulu utang retr ibusi

tersebut.

(5) Pengembal ian kelebihan pembayaran retr ibusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan

pada jangka waktu pal ing lama 2 {dua) bulan sejak di tetapkannya SKRDLB.

(6) Apabi la pengembal ian kelebihan pembayaran retr ibusi  di lakukan setelah jangka waktu 2 (dua)

bulan, Wal ikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keter lambatan

pembayaran kelebihan retr ibusi .

Pasa l  148 . . . . .



Pasal 148

(1) Permohonan pengembal ian kelebihan pembayaran retr ibusi  diajukan secara tertul is kepada

Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan Alamat Waj ib Retr ibusi ;

b.  Masa Retr ibusi ;

c.  Besarnya Kelebihan Pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas.

{2) Permohonan pengembal ian kelebihan pembayaran retr ibusi  disampaikan secara langsung atau

melalui  pos tercatat.

(3) Bukt i  penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukt i  Pengir iman Pos tercatat merupakan bukt i  saat

permohonan di ter ima oleh Wal ikota.

Pasal 149

(1) Pengembal ian kelebihan pembayaran retr ibusi  di lakukan dengan menerbitkan surat per intah

membayar kelebihan retr ibusi .

l2 ' l  Apabi la kelebihan pembayaran retr ibusi  diperhi tungkan dengan hutang retr ibusi  tainnya,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pembayaran di lakukan dengan cara

pemindahbukuan dan buKti  pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukt l  pembayaran.

BAB XXill

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 1,50

(1) Wal ikota dapat memberikan pengurangan, ker inganan dan pembebasan retr ibusi .

l l )  Pembertan pengurangan atau ker inganan Retrrbusr sebagarmana dtmaksud pada ayat t1l  dengan

memperhat ikan kemampuan waj ib retr ibusi .

(3) Pembebasan retr ibusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diber ikan kepada Wajib

Retr ibusi  yang di t impa bencana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, ker inganan dan pembebasan retr ibusi  di tetapkan oleh Wal ikota.

BAB XXIV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal l.5L

t1) Hak untuk melakukan Penagihan Retr ibusi ,  kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( t iga)

tahun terhi tung sejak saat terutangnya retr ibusi ,  kecual i  apabi la Wal ib Retr ibusi  melakukan I ' indak

Pidana dibidang retr ibusi .

(2) Kedaluarsa Penagihan Retr ibusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabita :

a.  Diterbi tkannya surat teguran atau;

b. Ada pengakuan hutang retr ibusi  dar i  waj ib retr ibusi  baik langsung maupun t idak langsung.

(3) Piutang retr ibusi  yang t idak mungkin di tangih lagi  karena hak untuk melakukan penagihan sudah

keda luarsa  dapat  d rhapuskan.
B A B  X X V . . . . . .



BAB XXV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 152

Dalam hal waj ib retr ibusi  t idak membayar tepat waktunya atau kurang bayar,  dikenakan sanksi

administrasi  yang berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) set iap bulan dari  besarnya retr ibusi  yang

terutang yang t idak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retr ibusi

Daerah.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 153

(1) Waj ib retr ibusi  yang t idak mematuhi,  melalaikan atau melanggar Qanun ini  diancarn pidana

kurungan 6 (enam) bulan atau denda pal ing banyak 4 (empat) kal i  jumlah retr ibusi  yang terhutang.

(2 )  T indak  p idana yang d imaksud pada ayat  (1 )ada lah  t indak  p idana pe langgaran.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 154

(1) Pejabat pegawai negeri  s ipi l tertentu di  l ingkungan Pemerintah Daerah /  Pemko diberi  wewenang

khusus sebagai penyidik t indak pidana dibidang retr ibusi  daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2 )  Wewenang peny id ik  sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )ada lah  :

a. Menerima, mencari ,  mengumpulkan dan menel i t i  keterangan atau laporan berkenaan dengan

t indak pidana dibidang Retr ibusi  Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap atau jelas;

b. Menel i t i ,  mencari  dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pr ibadi atau Badan

tentang kebenaran pembuatan yang di lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retr ibusi

Daerah;

c. Meminta keterangan bahan bukt i  dar i  orang pr ibadi atau Badan sehubungan dengan Tindak

Pidana dibidang Retr ibusi  Daerah;

d. Memeriksa bukt i-bukt i ,  catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan t indak pidana di

bidang Retr ibusi  Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt i  pembukuan, pencatatan dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukt i  tersebut;

f .  Meminta bantuan tenaga ahl i  dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di

bidang Retr ibusi  Daerah;

g. Menyuruh berhent i  dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan ident i tas orang atau dokumen yang dibar";a

sebaga imana d imaksud pada huru f  e ;

h .  Mengambi l  . " . . . .



Mengambil  s idik jar i  dan memotret seseorang yang berkaitarr  dengan Tindak pidana Retr ibusi

Daerah;

Memanggi l  orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

Menghent i  kan Penyidikan;

.  Melakukan t indakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak pidana dibidang

Retr ibusi  Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidik dan

menyampaikan hasi l  penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun L9g1 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XXVII

KETENTUAN PERATIHAN

Pasal 155

Hidran yang sudah ada dalam waktu pal ing lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya eanun ini  harus

sudah disesuaikan dengan Qanun ini .

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

(1) Dengan berlakunya Qanun ini  maka semua ketentuan yang bertentangan dengan eanun ini

dinyatakan t idak berlaku lagi .

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini  sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih

lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 157

Qanun ini  mulai  ber laku sejak tanggal diundangkan.

Agar set iap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eanun ini  dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

D isahkan d i
pada tanggal

Langsa
27 Oktober 2008 M
2/ Syawal 1429H

h .
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j .

k

A LANGSAFP

Diundangkan di  Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M

27 Syawal 1429 H
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